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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Konsep Kepemimpinan non-

Muslim di negara menurut Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Yusuf al-Qardhawi, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Konsep kepemimpinan non-Muslim di negara Muslim menurut Ibnu 

Taimiyah diperbolehkan selama ia memenuhi syarat-syarat utamanya, 

yaitu pertama, memperoleh dukungan mayoritas umat dalam Islam 

ditentukan dengan konsultasi dan bai’at. Kedua memenangkan dukungan 

dari kalangan Ahl asy-Syaukah  atau unsur pemegang kekuasaan dalam 

masyarakat dan ketiga, memiliki syarat kekuatan pribadi dan  dapat  

dipercaya. Apabila tidak memenuhi syarat maka tidak boleh menjadi 

pemimpin di negara muslim. 

2. Konsep kepemimpinan non-Muslim di negara Muslim menurut Yusuf al-

Qardhawi bahwa hak non-Muslim dalam menjabat sebuah jabatan di 

Negara muslim sama haknya dengan orang Islam, namun ada beberapa 

jabatan yang memang tidak diperbolehkan untuk non-Muslim, karena 

jabatan tersebut sangat erat hubungannya dengan agama Islam. Jabatan 

tersebut seperti menjadi khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, 

hakim dalam urusan agama Islam, amil dalam pemungutan zakat dan 

sebagainya tidak diperbolehkan untuk non-Muslim. Adapun jabatan  yang  



73 
 

lainnya,  menurut Y u s u f  al-Qardhawi,  Islam  memberikan kesempatan 

kepada non-Muslim untuk memegang jabatan tersebut, selama syarat-

syaratnya telah terpenuhi, seperti amanah dan mampu untuk memegang 

jabatan tersebut. Toleransi yang diberikan Islam dalam hal ini, 

membolehkan non-Muslim menduduki jabatan wizaratu at-tanfiz (orang 

yang menyampaikan dan melaksanakan perintah imam), seperti menteri, 

kepala dinas dan sebagainya yang melaksanakan perintah dari pimpinannya. 

3. Adapun persamaannya adalah Ibnu Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi 

Menginginkan pemimpin yang adil, Pemimpin memiliki integritas, dan 

Pemimpin yang  beramanah. Sedangkan perbedaannya adalah Ibnu 

Taimiyah memperbolehkan non-muslim menjadi pemimpin di negara 

muslim asalkan memenuhi tiga syarat utama yang di ajurkan Ibnu 

Taimiyah. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi tidak membolehkan non-muslim 

(Ahl al-dhimmah) menjadi pemimpin di negara muslim untuk hal tertentu 

saja dan tidak diperbolehkan untuk memimpin atau menduduki jabatan 

penting seperti khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, hakim dalam 

urusan agama Islam, amil dalam pemungutan zakat, pengadilan, dan 

sebagainya. Artinya selain jabatan penting tersebut jabatan yang lainnya 

diperbolehkan seperti menteri, kepala dinas, dan sebagainya yang 

melaksanakan perintah dari pimpinannya. 
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B. Saran   

1. Penelitian ini penulis menyadari belum menyajikan secara sempurna, 

masih terdapat banyak kekurangan dalam meneliti tentang Konsep 

kepemimpinan non-Muslim di negara Muslim menurut Ibnu Taimiyah dan 

Yusuf al-Qardhawi. Baik dari segi metode penulisan, penelitian yang 

dilakukan. Maka, perlu adanya kajian lebih dalam lagi terutama terhadap 

kitab-kitab tafsir lain yang membahas hal yang terkait dengan tema ini.  

2. Mengingat mayoritas Umat Islam di Indonesia. maka, Pemimpin yang  

Ideal di Indonesia adalah Pemimpin Muslim dan memiliki tujuan untuk  

kemaslahatan dan dapat memberikan kontribusi positif untuk negara.  

pemimpin yang seperti ini dapat diyakini membawa negara yang di 

dalamnya  sarat muatan pluralitas. sehingga dapat memajukan kehidupan 

berbangsa, beragama dan bernegara dengan segala perbedaan yang ada  

secara keseluruhan.  

3. Pada prinsipnya setiap agama apapun itu tidak hanya agama Islam di  

dalamnya mengajarkan tentang kebaikan terhadap sesama manusia seperti  

hidup rukun, damai sekalipun dengan orang lain yang berbeda agama.  

Maka tidak ada salahnya kita sebagai warga Indonesia yang hidup dalam  

keanekaragaman ini untuk selalu hidup rukun berdampingan. 
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